
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR   45      TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso 

Nomor : S.734/M/PB.18/KP.0604/2018 Tanggal 14 

Agustus 2018 perihal Evaluasi Peraturan Bupati 

(Perkada) Dalam Rangka Penyaluran Dana Desa Tahap 

III Tahun 2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

aspek Penetapan Rincian dalam Peraturan Bupati  

Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Tahun Anggaran 2018, yaitu dengan 

menyebutkan secara rinci besaran dana setiap desa 

pada lampiran Peraturan Bupati sesuai dengan formula 

Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan 

Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi 

Formula (AF); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Tahun Anggaran 2018; 

SALINAN 
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Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 

Nomor 38); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20l4 Nomor 199); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2018; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 

tentang Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah   dan  Dana   

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1970); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik 

Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata 

Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 

Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana 

Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1884); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/ 

2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut 

Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 10);   

 

 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 11); 

18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 

Nomor 55); 

19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 66). 

 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  

 

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 62 TAHUN 

2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

  Pasal I 

 

 

 

 Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2017 Nomor 66), diubah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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  Pasal II 

 

 

 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 
 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 28 Agustus 2018 

BUPATI SITUBONDO, 

ttd 

 

 

DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 28 Agustus 2018 

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 

 ttd 

 

 

         SYAIFULLAH        

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 N0M0R 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 
ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


